
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEMUDAHAN,PELINDUNGAN,DAN PEMBERDAYAAN 

KOPERASI,DAN USAHAMIKRO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 

Menimbang : a.bahwa Koperasi, dan Usaha Mikro merupakan salah 

satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan berperan dalam 

pemerataan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

mewujudkan stabilitas nasional; 

b. bahwa mengingat arti penting Koperasi,dan Usaha 

Mikro dalam perekonomian nasional, harus 

memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih 

memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, 

dan pemberdayaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk PeraturanDaerah tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha 

Mikro; 

Mengingat: 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 



 

 
 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang  Nomor 



 

 
 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro,Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6619); 

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES 

DAN 

BUPATI BREBES 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, 

 PELINDUNGAN, DANPE KOPERASI, DAN 

 USAHA MIKRO.   



 

 
 

BAB I  

    KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Brebes; 

4. Dinas adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang Perkoperasian, dan Usaha Mikro. 

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip 

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan,yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang 

syariah. 

8. Kemitraan dengan Pola Rantai pasok adalah 

kerjasarna antar usaha baik mikro, kecil, 

menengah dan besar yang memiliki 

ketergantungan dan saling menguntungkan dalam 

aliran barang dan jasa yang mengubah bahan 

mentah menjadi produk alam upaya yang efisien 

dan ekonomis mencakup berbagai proses dari 

produksi, pengembangan produk dan jasa,sistem 

informasi serta pengemasan produk atau 

penghantaran jasa kepada konsumen. 

9. DanaalokasikhususyangselanjutnyadisingkatDAKa

dalahdanayangbersumberdarianggaranpendapatan 



 

 
 

dan belanja negara kepada daerah tertetu dengan 

tujuanuntukmembantumendanaikegiatankhususy

angmerupakanurusandaerahdansesuaidenganprior

itasnasional. 

10. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, 

pendampingandanpengembanganyangdiberikanole

hlembagainkubatorkepadapesertainkubasi. 

11. Menteri adalah menteriyang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian dan 

Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah. 

12. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Perkoperasian dan Usaha Mikro,Kecil,dan 

Menengah. 

Pasal 2 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, 

pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi,dan 

Usaha Mikro. 

(2) Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

bagi Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan melalui: 

a. pembinaan;dan 

b. pemberian fasilitas 

 
 

BAB II 

KEMUDAHAN,PELINDUNGAN,DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI 

Bagian Kesatu Kemudahan 

Penyelenggaraan Koperasi 

Paragraf 1 

Pembentukan Koperasi  

Pasal 3 

(1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 

(sembilan)orang. 

(2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikitoleh 3 

(tiga) Koperasi. 

(3) Kegiatan Usaha Koperasi dapat melaksanakan 

prinsip syariah atau konvensional. 



 

 
 

Pasal 4 

 

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta 

pendirian yang memuatanggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga. 

 

 
Pasal 5 

 

(1) Dalam pembentukan Koperasi diawali dengan rapat 

pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri. 

(2) Rapat pembentukan Koperasi dapat dilakukan 

secara daring dan/atau luring. 

(3) Hasil rapat pembentukan dinyatakan dengan 

notulenatauberita acara yang ditandatangani oleh 

pimpinan rapat,dalam bentuk paraf atau tanda 

tangan dengan tinta basah atau elektronik. 

(4) Tata cara pembentukan Koperasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 6 

 

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 

pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan 

membentuk Koperasi. 

 

Paragraf 2 

 
Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas  

Pasal 7 

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: 
 

a. Rapat Anggota; 

b. Pengurus;dan 

c. Pengawas. 

 

Pasal 8 

 

(1) Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit sekali 

dalam 1(satu) tahun. 

(2) Rapat anggota untuk mengesahkan 

pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 

lampau. 



 

 
 

(3) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring 

dan/atauluring. 

(4) Hasil pelaksanaan rapat anggota wajib 

disampaikan kepada Dinas melalui sistem 

pelaporan secara elektronik dan manual. 

(5) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat 

anggota tidakdapat dilakukan melalui sistem 

pelaporan secara elektronik hasil pelaksanaan 

rapat anggota disampaikan secara manual. 

(6) Dinas    yang    membidangi    koperasi

memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil 

pelaksanaan rapat anggota. 

Pasal 9 

 

(1) Pemerintah daerah menetapkan koperasi aktif dan 

koperasi tidak aktif berdasarkan evaluasi 

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan,penyampaian 

laporan keuangan,danp elaksanaa nkegiatan 

usaha. 

(2) Pemerintah Daerah menonaktifkan koperasi yang 

tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan 3 ( 

tiga ) tahunberturut-turut. 

(3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pembubaran 

koperasi yang tidak menyelenggarakan rapat anggota 

tahunan 3 (tiga) tahun berturut turut paling lambat14 

(empat belas)hari setelah ditetapkan nonaktif. 

Pasal 10 

 

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi 

dalam Rapat Anggota. 

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. 

 

(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota 

Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. 

(4) Masajabatan Pengurus paling lama 5(lima) tahun. 

 

(5)  Persyaratanuntukdapatdipilihdandiangkatmenjadi

anggotaPengurusditetapkandalamAnggaranDasar. 



 

 
 

Pasal 11 

 

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi 

dalam Rapa tAnggota. 

(2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 

 

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat 

sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalamA 

nggaran Dasar. 

 

 

Pasal 12 

 

Perizinan berusaha untuk Koperasi dilaksanakan

 sesuai dengan kewenangan. 

Paragraf 3 

 Pelaporan 

Pasal 13 

(1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha 

simpan pinjam konvensional serta usaha simpan 

pinjam dan pembiayaan syariah wajib 

menyampaikan laporan kepada Dinas yang 

membidangi koperasi secara periodik dan sewaktu-

waktu. 

(2) Laporan disampaika nmelalui sistem pelaporan 

secara elektronik. 

(3) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara 

elektronik dengan memperhatikan ketentuan 

mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang 

ditetapkanoleh Kementerian. 

(4) Dalam hal sistempelaporan secara elektronik 

belumter bentuk, Koperasi menyampaikan laporan 

secara manual. 

Bagian Kedua 

Usaha Koperasi 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 14 

 

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang: 

 

a. Berkaitanlangsung dengan kepentingananggota;dan 



 

 
 

b. Meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. 

 

(2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota dilakukan dengan 

memperhatitikan paling sedikit: 

a. Kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi; 

 

b. Pengutamaan pemenuhan pelayananter baik 

kepada anggota untuk mendorong peningkatan 

loyalitas anggota; 

c. praktik tata kelola usaha membangun 

profesionalisme anggota; 

d. kerjasamaantar-Koperasi;dan 

 

e. kerjasama Koperasi dan/atau antar-Koperasi 

dengan badan usaha lain. 

(3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan 

kesejahteraan anggota dilakukan dengan 

memperhatikan paling sedikit: 

a. manfaatlangsungdantidaklangsungyangdirasaka

n/diterima oleh anggota dan/atau 

masyarakatyangmemanfaatkanpelayanan/bisnis 

denganKoperasi; 

b. kerjasamaantar-Koperasi; dan 

c. kemitraandengan badan usahalain 

 

Pasal 15 

 

(1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksana kan secara: 

 

a. Tunggal usaha;atau 

b. Serba usaha 

 

(2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara 

tunggalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a merupakankoperasi yang diselenggarakan pada 1 

(satu) bidang atau sektor usaha tertentu. 

(3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara 

serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, merupakan Koperasi yang diselenggarakan 

dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau 

lebih bidang atau sektor usaha tertentu. 



 

 
 

(4) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan 

secara serba usahah arus memiliki bidang usaha 

inti. 

(5) Kegiatan usaha Koperasi diselenggarakan

berdasarkan paling sedikit: 

a. Kesamaan usaha; 

b. potensi;dan 

c. kebutuhan anggota 

 

(6) Kegiatan usaha Koperasi dapat memilikidan/atau 

memanfaatkan plat form teknologi digital untuk 

mendorongakselerasi dan integrasi serta daya 

saing. 

Pasal 16 

 

(1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhanmasyarakat 

yang bukan anggota Koperasi dalam rangka 

menarik minat masyarakat menjadi anggota 

Koperasi. 

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan tida kberlaku 

untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha 

simpan sinjamKoperasi. 

(3) Kelebihan kemampuan pelayanan dihitung oleh 

pengurus Koperasi secara periodik ataur pada saat 

transaksi kegiatan usaha langsung. 

(4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota 

dicatat sebagaitransaksi yang dibukukan secara 

terpisah. 

(5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi 

dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip 

Koperasi: 

a. Keanggotaan bersifa tsuka relad anterbuka; 

b. pengelolaandilaksanakansecarademokratis; 

c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara 

adil sebanding dengan besarnya jasa usaha 

masing-masing anggota; 

d. pemberian balas jasa yang terbata sterhadap modal; 

e. kemandirian; 



 

 
 

f. pendidikanperkoperasian;dan 

g. kerjasama antar Koperasi. 



 

 
 

Paragraf 2 

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah 

Pasal 17 

(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah. 

(2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah wajib mencantumkan 

kata “syariah” dalam penamaan koperasi. 

(3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah hanya 

dapatdilaksanakanolehKoperasisyariah. 

(4) UsahaberdasarkanPrinsipSyariahwajibdituangkand

alamanggarandasarKoperasi. 

(5) Koperasi syariah didirikan, dikelola,dan 

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Pasal 18 

 

(1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha 

syariah berdasarkan paling sedikit: 

a. Kesamaan usaha; 

b. potensi; dan/atau 

c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang 

industri,perdagangan,jasa,serta bidang usaha 

lain. 

(2) Usaha Koperasi syariah dilaksanakan dengan akad 

pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual 

beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan 

Prinsip Syariah. 

(3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsisosial 

dalam bentuk baitulmaal untuk 

pemberdayaansosial ekonomi anggota dan 

masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 19 

 

(1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 

hanya dapat dilaksanakan oleh: 

a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah;atau 



 

 
 

b. unitsimpanpinjamdanpembiayaansyariahpadaK

operasiSyariah. 

(2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 

oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan 

kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah,meliputi: 

a. Menghimpun dan adarianggota, 

Koperasilain,dan anggotanya dalam bentuk 

tabungan dengan akad titipan,simpanan 

berjangka dengan akad bagih asildan/atau 

bentuk lain; 

b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi 

lain dan anggotanya dalam bentukpembiayaan 

dengan akad pembiayaan;dan 

c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi 

lain dan anggotanya,dalam bentuk pembiayaan 

dengan akan pinjam meminjam, bagi hasil, sewa 

menyewa, jual belidan/atau bentuk lain. 

(3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam 

dan pembiayaan syariah dapat menjalankan 

fungsisosial dalam bentuk baitulmaal untuk 

pemberdayaansosialekonomi anggota dan 

masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Koperasi yangmelaksanakan usaha simpanpinjam 

danpembiayaan syariah dapat melaksanakan 

kegiatanusaha secara elektronik. 

Pasal 20 
 

Koperasi syariah yang   menjalankan fungsisosial 

dalambentuk baitul maal atau Koperasi yang 
melaksanakan usahasimpanpinjam danpembiayaan 

syariah yang menjalankan fungsisosial dalam 

bentukbaitulmaal,melaporkanpelaksanaanfungsisosial
kepadaKementeriandan/ataukementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf 
Indonesia. 

Pasal 21 

 

(1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan 

pengawas syariah. 



 

 
 

(2) Dewan pengawas syariahsebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan 

nasihat dansaran kepadapengurus serta 

mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuaidengan 

Prinsip Syariah. 

(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memilikis ertifikat 

kompetensidanpengetahuan mengenai Prinsip 

Syariah. 

 

 

Pasal 22 

 

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan kapasitas dewan pengawas 

syariahberdasarkanwilayah keanggotaan Koperasi. 

(2) Pembinaan dan pengembangan dilakukan paling 

sedikit melalui pelatihandan/atau bimbingan 

teknis. 

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengembanganberkoordinasidenganMajelisUlamaIn

donesia Kabupaten. 

 

Bagian Ketiga 

Pelindungan Koperasi 

 Pasal 23 

(1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada 

Koperasi,Pemerintah Daerah: 

a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang 

hanya bolehdiusahakanKoperasi;dan 

b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu 

wilayahyangtelahberhasildiusahakanolehKoperas

iuntuktidakdiusahakanolehbadanusahalainnya. 

(2) Penetapan bidang kegiatan ekonomi dan bidang 

sector usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan  Bupati. 

 

Pasal 24 

Selain pelindungan terhadap Koperasi Pemerintah 



 

 
 

Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi 

dalam kondisi darurat tertentu melalui: 

a. Restrukturisasi kredit; 



 

 
 

b. Rekonstruksi usaha; 

c. Bantuan modal;dan/atau 

d. Bantuan bentuk lain. 

 

Bagian Keempat 

Pemberdayaan Koperasi 

Pasal 25 

 

(1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui 

menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat 

danPemerintahDaerahmenetapkankebijakandalama

spek hukum paling sedikit: 

a. kelembagaan; 

b. produksi; 

c. pemasaran; 

d. keuangan;dan 

e. inovasi dan teknologi. 

 

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan meningkatkan 

paling sedikit: 

a. kualitaspartisipasianggotakoperasi; 

 

b. kapasitasdankompetensisumberdayamanusiape

ngurus,pengawas,danpengelola; 

c. kemampuanmanajerialdantatakelolaKoperasi;dan 

 

d. kapasitasanggotaKoperasisebagaiwirausahaKope

rasi/wiraKoperasimelaluiinkubasi. 

(3) Kebijakanpadaaspekproduksipaling sedikit: 

 

a. meningkatkanteknikproduksidanpengolahansert

akemampuanmanajemenbagiKoperasi; 

b. memberikan kemudahan dalam pengadaan 

sarana. 

danprasarana,produksidanpengolahan,bahanba

ku,bahan penolong,dan kemasan bagi Koperasi. 

c. mendorongpenerapanstandardisasidalamprosesp

roduksidanpengolahan;dan 

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan 

perekayasaanbagi produka nggota Koperasi. 



 

 
 

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran paling sedikit: 
 

a. Menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi; 

 

b. mengembangkanpotensipasarselainanggotauntu

kpengembangan usaha dan/atau kelebihan 

kemampuanpelayananKoperasikepadamasyarak

atbukananggota; 

c. pengernbangan jaringan usaha Koperasi dan 

kerja samayang saling menguntungkan antar-

Koperasi dan antaraKoperasidenganpihaklain; 

d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak 

patendanmereksehinggamempunyaidayasaingdip

asardomestikdanpasarmancanegara;dan 

e. melakukankurasiprodukunggulandaerahyangme

milikipotensisebagaiwaralaba. 

(5) Kebijakan pada aspek keuangan paling sedikit: 

 

a. meningkatkanpartisipasimodalanggotaKoperasim

elaluipemupukanmodalyangberasaldari: 

1. hibah; 

2. modalpenyertaandarianggota;dan/atau 

3. sumberlainyangsahdantidakmengikatsesuaide

nganketentuanperaturanperundang-

undangan. 

b. Meningkatkanak sespembiayaan kepadasumber-

sumber pembiayaan dalam jumlah,bunga atau 

imbal jasa dan tenggat waktu tertentu yang 

berasal dari: 

1. anggota; 

2. non-anggota. 

3. Koperasilain; 

4. bankdanindustrikeuangannonbank;dan/atau 

5. sumberlainyangsahdantidakmengikatsesua

idenganketentuanperaturaperundang-

undangan. 

(6) Kebijakanpada aspek inovasi dan teknologipalingsedikit: 

 

a. Meningkatkan 

kemampuanrisetdanpengembanganusahaKopera

si,keinovasian,dantransformasidigital; 



 

 
 

b. Mendorong peningkatan kemampuan inovasi 

Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan 

dayasaing Koperasi; 

c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang 

desaindanpengendalianmutu; 

d. mendorongpeningkatan kerjasamadanalihteknologi; 

 

e. memberikaninsentifkepadaKoperasiyangmengem

bangkanteknologiramahlingkungan;dan 

f. pengembanganwirausaha KoperasimelaluiInkubasi. 
 

 

Bagian Kelima 

Kebijakan Pengembangan Koperasi disektor Tertentu  

Pasal 26 

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi 

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu 

disektor: 

a. kelautandan erikanan; 

b. perdagangan; dan 

c. pertanian. 

 

Pasal 27 

 

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di

sektor kelautan danperikananmeliputi: 

a. kerjasamapenyelenggaraantempatpelelanganik

an;dan 

b. pembinaanolehpemerintah Daerahkabupaten/kota. 

 

(2) Dalampenyelenggaraantempatpelelanganikan,Peme

rintahkabupatenmelakukan,kerjasamadaerahdenga

nKoperasi. 

(3) Koperasi harus memenuhi persyaratan: 

 

a. Melakukan kegiatanusahadisektorperikanan; 

 

b. Koperasi dinyatakan sehat dan

mampumenyelenggarakan pelelanganikan di 

tempat pelelanganikan;dan 

c. Telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas. 



 

 
 

Pasal 28 

 

(1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor 

kelautan dan perikanan yang dinyatakan 

sehatdanmampumenyelenggarakanpelelanganikand

itempatpelelanganikan, pemerintah kabupaten 

dapat melakukan kerja samadengan pihak lain. 

(2) Pihak lain wajib mengikutsertakan Koperasi 

dalamkegiatanpenyelenggaraanpelelanganikandite

mpatpelelangan ikan dengan memperhatikan 

konsepkemitraansesuaidenganketentuanperaturan

perundang-undangan. 

 

 

Pasal 29 

 

(1) Pemerintah kabupaten wajib membina Koperasi di 

sektorkelautan dan perikanan bagi: 

a. Koperasi yang belum mampu berperan serta 

dalampenyelenggaraanpelelanganikan;dan 

b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai 

penyelenggarapelelangan ikan. 

(2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan 

perikanan oleh pemerintah kabupaten sesuai

kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan paling sediki tmelalui: 

a. Penguatan kelembagaan; 

b. peningkatankapasitassumberdayamanusiamelal

uipendidikan,pelatihan,danpemagangan; 

c. pendampingan; 

d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan 

murahmelaluikreditprogram,modalventura,siste

mresigudang,ataupembiayaanlain; 

e. kemudahanPerizinanBerusaha; 

f. penerapanteknologiproduksitepatguna; 

g. penyediaanpasokanbahanbaku;dan/atau 

h. penyediaan sarana produksi. 



 

 
 

Pasal 30 

 

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan 

meliputi: 

a. Kerjasama bagi Koperasi yang melakukan 

kegiatan usaha disektor perdagangan;dan 

b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan 

usaha disektorperdagangan. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf adilakukan dengan memberikan kesempatan 

berusahabagiKoperasimelaluipolakemitraandengan

memperhatikansistempembinaanterpadudanbasis 

datatunggalsesuaidenganketentuanperaturanperun

dang-undangan. 

(3) Dinas yang membidangi Koperasi dan 

PerdaganganmelakukanpembinaanKoperasidisektor

perdaganganpalingsedikit: 

a. Penguatan kelembagaan; 

b. pendidikandanpelatihansumberdayamanusia; 

c. kemudahanaksespermodalan;dan 

d. pengembangan usaha. 

 

Pasal 31 

 

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi disektor pertanian,berupa: 

 

a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi 

melaluipengembangan bisnis korporasi petani 

model Koperasi;dan 

b. peningkatannilaitambahekonomi. 

 

(2) Bupati melakukan pembinaan terhadap Koperasi 

disektor pertanian. 

(3) KorporasipetanimodelKoperasisebagaimanadimaks

udpadaayat(1)hurufamemperhatikanaspek: 

a. pemberdayaanpetani; 

b. kelembagaanusaha; 

c. bisnis proses; 

d. keberlangsungan; 

e. peningkatan nilai tambah ekonomi; 



 

 
 

f. daya saing komoditas pertanian;dan 

g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan 

ketentuanperaturanperundang-undangan. 

(4) Pengembangan korporasi petani model Koperasi 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai 

kewenangannya melalui: 

a. Penguatan kelembagaan; 

b. peningkatankapasitassumberdayamanusiame

laluipendidikan,pelatihandanpemagangan; 

c. pendampingan; 

d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan 

murahmelaluikreditprogrammodalventura,siste

mresigudang,ataupembiayaanlain. 

e. kemudahanPerizinanBerusaha; 

f. penerapanteknologiproduksitepatguna; 

g. penyediaanpasokanbahanbaku;dan/atau 

h. penyediaansaranaproduksi. 

 

(5) Pengembangan bisnis korporasi petani model 

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan 

denganbadanhukumlainuntukpemberdayaanpetan. 

Pasal 32 

 

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan 

kualitas koperasi guna menunjang kesejahteraan 

anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya 

Pemerintah Daerah dan jajarannya wajib: 

a. Memberikankesempatanberusahayangseluas-

luasnyakepadakoperasi; 

b. Mendorong peningkatan perank operasi agar 

mampu menjadi koperasi yang berkualitas, sehat, 

kuat,Tangguh dan mandiri;dan 

c. Mendorongterciptanyatatahubunganusahakemitraa

nantarakoperasidanUsahamikroanggotasertapelaku

ekonomilainnyadenganberpedomanpadaprinsipyan

gsalingmenguntungkankeduabelahpihak. 



 

 
 

Pasal 33 

 

Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan 

pembinaan perkoperasian yang ada didesa melalui 

APBDesuntukpeningkatankualitaskoperasidan 

pemasyarakatan koperasi. 

Pasal 34 

 

(1) Dalam rangka menggerakkan koperasi perlu 

dibentuk Dewan Koperasi Indonesia Daerah 

sebagaiwadahuntukmemperjuangkankepentingand

anbertindaksebagaipembawaaspirasikoperasi. 

(2) Tujuan, susunan dan tata kerja organisasi Dewan 

KoperasiIndonesiaDaerahdiaturdalamanggarandasa

rDewanKoperasiIndonesiaDaerah. 

(3) DewanKoperasiIndonesiaDaerahbertugas: 

a. memperjuangkan danmenyalurkan aspirasiKoperasi; 

b. meningkatkankesadaranberkoperasidikalangan

masyarakat; 

c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi 

anggota danmasyarakat; 

d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan 

antaraKoperasidenganbadanusahalain,baikpadat

ingkatnasionalmaupuninternasional. 

(4) UntukmelaksanakankegiatanDewankoperasiIndone

siaDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(3),Koper

asisecarabersama-

sama,menghimpundanaKoperasi. 

(5) Dewan koperasi Indonesia Daerah disahkan oleh 

pemerintah. 

BAB III 

 

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN 

USAHA MIKRO 

Bagian Kesatu 

KemudahanUsaha Mikro 

Paragraf1 

Kriteria Usaha Mikro 

Pasal 35 

(1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan 

kriteria modalusahaatauhasilpenjualantahunan. 



 

 
 

(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat 

(1)digunakanuntukpendirianataupendaftarankegiat

anusaha. 

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2)yaitu Usaha Mikro memiliki modal usaha 

sampai dengan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(4) Untukpemberiankemudahan,pelindungan,danpem

berdayaanUsahaMikroselainkriteriamodalusahaseb

agaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

kriteriahasilpenjualantahunan. 

(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Usaha Mikro 

memilikihasilpenjualantahunansampaidenganpalin

gbanya Rp2.000.000.000,00(dua milia rrupiah). 

(6) Dalamhalpelakuusahatelahmelaksanakankegiatan

usahasebelumPeraturanDaerahinimulaiberlaku,pe

mberiankemudahan,pelindungan,danpemberdayaa

ndiberikankepadaUsahaMikroyangmemenuhikriteri

ahasilpenjualantahunansebagaimanadimaksudpad

aayat(5). 

(7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3)dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan 

perkembangan perekonomian. 

Paragraf 2 

 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

Pasal 36 

(1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan 

usahanya harusmemiliki Perizinan Berusaha. 

(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro 

diberikanberdasarkantingkatrisikokegiatan usaha 

dalam bentuk: 

a. nomorindukberusaha,untukkegiatanusahari

sikorendah; 



 

 
 

b. nomorindukberusahadansertifikatstandar,untu

kkegiatan usaha risiko menengah rendah dan 

menengahtinggi;dan 

c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan 

usaharisikotinggi. 

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

UsahaMikrotermasukdalamkegiatanusahadenganti

ngkatrisiko menengah atau risiko tinggi, selain 

wajib memilikiPerizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2),pelaku usaha wajib 

memiliki sertifikat standar produk dan/atau 

standar usahas esuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 37 

 

(1) Perizinan Berusaha 

untukUsahaMikrodilaksanakanmelaluisistemPerizi

nanBerusahaterintegrasisecaraelektronik,yangdikel

olaolehlembagayangmengelolaPerizinanBerusahate

rintegrasisecaraelektronik. 

(2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara 

permohonan Perizinan Berusah adilaksana 

kansesuai dengan 

norma,standar,prosedur,dankriteriayangdiaturdala

mperaturan pemerintah mengenai 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis 

resiko. 

Pasal 38 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 

pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk 

kemudahanPerizinan Berusaha. 

(2) Dalammelaksanakanpembinaandanpendaftaranseb

agaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

Daerahmelakukan: 

a. identifikasidanpemetaanUsahaMikroberdasarka

ntingkatrisikorendah,menengah,dantinggi;dan 

b. pendaftaranpelakuUsahaMikromelaluisistemPeri

zinan Berusaha terintegrasi secara elektronik 

untukmendapatkannomorindukberusaha. 



 

 
 

Pasal 39 

 

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat 

mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, 

perangkat di tingkat kecamatan,dan/atau kantor 

kelurahan/kantordesamemfasilitasipendaftaranPerizin

anBerusahadengan mempertimbangkan karakteristik 

wilayah. 

Pasal 40 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan 

bagi Usaha Mikro yang telah   mendapatkan nomor 

indukberusaha. 

(2) Pendampingansebagaimanadimaksudpadaayat(1)di

laksanakanuntuk: 

a. meningkatkanpengetahuanterhadappenerapanst

andarnasionalIndonesiadansertifikasijaminanpr

oduk halal bagi Usaha Mikro yang baru 

mendapatkannomorindukberusaha;dan/atau 

b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat 

standardan/atauizin. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit dilaksanakan melaluifasilitasi 

bimbingan teknis,konsultasi,dan/ataupelatihan. 

Pasal 41 

 

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat 

langsung 

engajukanpermohonannomorindukberusaha,sertifikat

standar, dan/atau izin melaluisistem Perizinan 

Berusaha yang terintegrasisecaraelektronik. 

Paragraf 3 

Perizinan Tunggal dan Fasilita sSertifikasi Standar 

dan/atau Izin 

Pasal 42 

 

(1) Perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem 

Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. 



 

 
 

(2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)meliputi Perizinan Berusaha, standar 

nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk 

halal. 

(3) DalamhalkegiatanusahayangdilakukanolehUsahaM

ikromemilikirisikorendahdiberikannomorindukberu

sahayangsekaligusberlakusebagaiperizinantunggal. 

(4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang 

menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangko

ordinasipenanamanmodalmengoordinasikanpenyel

enggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro. 

Pasal 43 

 

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang 

memilik risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (2) huruf a, berlaku sebagai identitas 

dan legalitasdalam melaksanakan kegiatan berusaha. 

Pasal 44 

 

(1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin 

bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha 

berlangsung. 

(2) Ketentuanmasaberlakusebagaimanadimaksudpada

ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai 

denganketentuanperaturanperundang-undangan 

mengenai jaminan produk halal. 

Pasal 45 

 

Pendaftaran perizinan tunggal,pemenuhan 

kepemilikansertifikat standar dan/atau izin, dan 

perpanjangansertifikatjaminanprodukhalalbagiUsaha

Mikro tidak dikenakan biaya. 

Paragraf  4 

Informasi Perizinan Berusaha 

Pasal 46 

 

Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha 

kepadaUsahaMikrosebagaipemohonPerizinanBerusah

amelaluisaranamediapublikasidaringatauelektronikme

ngenai: 

a. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; 



 

 
 

b. tatacaramengajukanpermohonanizinusaha;dan 

c. pembebasanbiayaperizinan. 

 

 

Bagian Kedua  

Pelindungan Usaha Mikro 

Paragraf 1 

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan 

Hukum Bagi Usaha Mikro 

Pasal 47 

 

(1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan 

Pemerintah Pusa tmenyediakan layanan 

bantuandanpendampinganhukumkepadapelaku 

Usaha Mikro. 

(2) Layananbantuandanpendampinganhukumkepadap

elaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)tidakdipungutbiaya. 

(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum 

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: 

a. penyuluhanhukum; 

b. konsultasihukum; 

c. mediasi; 

d. penyusunandokumenhukum;dan/atau 

e. pendampingan diluar pengadilan. 

 

Pasal 48 

 

Untuk memperoleh layanan bantuan dan 

pendampinganhukum sebagaimana dimaksud daiam 

Pasal 47 Usaha Mikro harusmemenuhipersyaratan: 

a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Pemerintah Daerah; 

b. memilikinomorindukberusaha;dan 

 

c. menyerahkandokumenyangberkenaandenganperkara. 

 

Pasal 49 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 

pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta 

layanan 



 

 
 

bantuan dan pendampingan hukum yang 

disediakan pihak lain. 

(2) Pihaklainsebagaimanadimaksudpadaayat(1)terd

iriatas: 

a. peroranganyangmemilikiizinpraktiksebagaiadvokat; 

b. lembagapemberibantuanhukum;atau 

c. perguruan tinggi. 

 

(3) Layananbantuandanpendampinganhukumyangdila

kukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2)meliputi: 

a. konsultasihukum; 

b. mediasi; 

c. penyusunandokumenhukum; 

d. pendampingandiluarpengadilan;dan/atau 

e. pendampingandipengadilan. 

 

(4) Tatacaradanbesaranbantuanpembiayaanlayananba

ntuandanpendampinganhukumdiaturlebihlanjutda

lamperaturanBupati. 

Pasal 50 

 

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan 

pendampingan hukum kepada Usaha Mikro 

Pemerintah Daerah paling sedikit: 

a. melakukanidentifikasipermasalahanhukumyangdi

hadapiolehpelakuUsahaMikro; 

b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro 

mengenai bentuk dan cara mengakseslayanan 

bantuan dan pendampingan hukum; 

c. meningkatkanliterasihukum; 

 

d. mengalokasikananggaranuntukpelaksanaanprogra

mdan kegiatan layanan bantuan dan 

pendampingan hukum;dan 

e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, 

perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi 

hukum. 



 

 
 

Pasal 51 

 

(1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan 

hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 

dalam Pasa l47 sampai dengan Pasal 50 

dilaksanakanolehDinasyangmembidangiKoperasida

nusahamikro. 

(2) Hasilpelaksanaanpemberianlayananbantuandanpe

ndampianganhukumUsahaMikrosebagaimanadima

ksudpadaayat(1)dilaporkankepadaBupati. 

(3) Bupatimelaksanakanevaluasiterhadappemberianla

yanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha 

Mikropalingsedikit1(satu)kalidalam1(satu)tahun. 

Paragraf 2 

Pemulihan Usaha Mikro 

Pasal 52 

(1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, 

Pemerintah Daerah mengupayakan 

pemulihanUsaha Mikro meliputi: 

a. Restruturisasi kredit; 

b. Rekonstruksi usaha; 

c. bantuanpermodalan;dan/atau 

d. bantuanbentuklain. 

 

(2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang 

terdampak untuk pemulihan perekonomian 

masyarakat. 

Pasal 53 

 

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan 

pelindungan danpengamanan untuk menjaga daya 

saing produk  Usaha  Mikrodi pasar domestik. 

Pasal 54 

 

Bentuk perlindungan dan pengamanan untuk 

menjaga daya saing produk Usaha 

MikrosebagaimanadimaksudPasal54melaluipembatasa

npendirianijintoko/retailmodernberskalanasionaldilin

gkunganpedesaaanataupasardesauntukmenumbuhka

nperekonomiandesa. 



 

 
 

Bagian Ketiga  

Pemberdayaan Usaha Mikro 

Paragraf 1 

Basis Tunggal Usaha Mikro  

Pasal 55 

(1) BasisdatatunggalharusmengacupadastandardataU

saha Mikro yang paling sedikit memuat identitas 

usahadanidentitaspelakuusaha. 

(2) Penyusunanstandardatadilaksanakansetelahberko

ordinasidenganbadanpusatstatistik. 

Pasal 56 

 

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro 

menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha 

Mikro. 

Pasal 57 

 

(1) PemerintahDaerahmenyampaikankepadaKementeri

andatasecaraperiodik1(satu)kalidalam1(satu)tahun

palinglambatsemesterpertamatahunanggaranberjal

an. 

(2) Pendataan,pengumpulan,dan/ataupengelolaandata

UsahaMikrodapatmelibatkanduniausaha,pergurua

ntinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku 

kepentinganterkaitlainnya. 

Pasal 58 

 

(1) Penyebarluasan data Usaha Mikro meliputi kegiatan: 

 

a. Pemberian akses; 

b. pendistribusian;dan 

c. pertukaran data. 

 

(2) Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan 

UsahaMikro Pemerintah Daerah harus mengacu 

kepada basis dat atunggal. 

(3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam 

sisteminformasiyangdapatdiaksesolehpubliksesuaid

enganketentuanperaturanperundang-undangan. 



 

 
 

Paragraf 2 

 

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha 

Mikro pada Infrastruktur Publik 

Pasal 59 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi 

berbentuk insentif kepada badan usaha yang 

menyediakantempatpromosidanpengembanganUsa

haMikro. 

(2) Insentif dapat berupa subsidi, keringanan biaya 

retribusidaerah,fasilitaskemudahan.dan/ataupeng

hargaanlain. 

Pasal 60 

 

(1) Alokasibesaranpenyediaantempatpromosidanpenge

mbangan Usaha Mikro wajib tertuang dalam 

kontrakkerjasamaantarapenyelenggarainfrastruktu

rpublikdenganpengelolainfrastrukturpublik. 

(2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)danayat(1)palingsedikitmemuat: 

a. identitasparapihak; 

b. hakdankewajibanparapihak; 

c. sanksi;dan 

d. penyelesaiansengketa 

 

 

Pasal 61 

 

(1) PenyediaantempatpromosiuntukUsahaMikrosebaga

imanadimaksuddalamPasal59ayat(1)palingsedikitb

erupa: 

a. medialuarruang;dan 

b. ruangpameran. 

 

(2) PenyediaantempatpengembanganusahauntukUsah

aMikrosebagaimanadimaksuddalamPasal60ayat(1)

palingsedikitberupa: 

a. tempatberjualan; 

b. tempat bekerjaatau akomodasi;dan 

c. pergudangan. 



 

 
 

(3) TempatpromosidanpengembanganusahauntukUsa

haMikroberadadilokasistrategis 

padainfrastrukturpublik. 

Pasal 62 

 

(1) Dalammelakukanpengelolaantempatpromosidanpe

ngembangan Usaha Mikro, penyelenggara 

infrastrukturpublikdapatmenyerahkanpengelolaan

danpengembangannyakepadaKoperasi. 

(2) Koperasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)mendap

atkan prioritas sebagai pengelola tempat 

promosidanpengembanganUsahaMikropadainfrastr

ukturpublik. 

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikanhakpengelolaantempatpromosidanpenge

mbanganUsahaMikrosetelahdilakukanseleksiolehD

inas. 

Pasal 63 

 

(1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola 

tempat promosi dari pengembangan Usaha Mikro  

harus: 

a. Melaksanakan rekomendasi Dinas terkait 

pengelolaan tempat promosi dan pengembangan 

Usaha Mikro; 

b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan 

fasilitasi tempat promosi dan pengembangan 

usaha pada system Perizinan Berusaha 

terintegrasi secara elektronik; 

c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi 

produk Usaha Mikro yang akan melakukan 

usaha dilokasi infrastruktur public paling lama 2 

bulan; 

d. memberikankemudahanpembayaranprodukUsah

aMikroyangdipasarkan; 

e. memberikan kemudahan perijinan produk 

Usaha Mikroyangakandipasarkan; 

f. memberikan kemudahan display produk Usaha 

Mikro ditempat yang strategis; 



 

 
 

g. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi 

Usaha Mikro untuk mengembangkanusaha; 

h. mengelola tempat promosi dan pengembangan 

Usaha Mikrosecara professional dan akuntabel. 



 

 
 

(2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan 

tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro 

harus: 

a. Mengutamakan memberikan tempat promosi 

dan pengembangan usaha kepada anggota 

Koperasi; 

b. Melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil dan kurasi produk terhadap Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan 

usaha dilokasi infrastruktur publik; 

c. mendaftarkanUsahaMikroyangmendapatkanfasi

litasitempatpromosidanpengembanganusahapa

dasistemperizinanberusahaterintegrasisecaraele

tronik; 

d. memfasilitasi pelatihan dan

pendampinganpengembanganusahabagiUsahaM

ikroyangmelakukanusahadilokasiinfrastrukturp

ublik;dan 

e. mengelola tempat promosi dan pengembangan 

UsahaMikrosecaraprofesionaldanakuntabel. 

Pasal 64 

 

Dinasmelakukanpengawasanterhadappenyelenggaraa

npelaksanaan tempat promosi dan pengembangan 

Usaha 

Mikroolehpenyelenggarainfrastrukturpubliksesuaiden

ganketentuanperaturanperundang-

undangandibidangpengelolaaninfrastrukturpublik. 

Pasal 65 

 

Penyelenggara infrastruktur public menetapkan biaya 

sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha 

Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen)dari 

harga sewa komersial. 

Paragraf 3 

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro 

Pasal 66 

(1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi 

pengelolaan terpadu Usaha Mikro. 



 

 
 

(2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro 

diimplementasikan secara bersinergi oleh dengan 

pemangku kepentingan terkait melalui penataan 

klaster. 



 

 
 

Pasal 67 

 

(1) Pengelolaan  terpadu Usaha Mikro merupakan 

kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam: 

a. Suatu rantai produk hukum; 

b. ketergantunganatasketerampilantenagakerjay

angserupa;atau 

c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling 

melengkapi secara terintegrasi. 

(2) Anggota kelompok Usaha Mikro dapat 

membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan 

pengelolaanterpadu. 

(3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilakukan melalui: 

 

a. pendirian/legalisasi; 

b. pembiayaan; 

c. penyediaanbahanbaku; 

d. prosesproduksi; 

e. kurasi;dan 

f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui 

perdagangan elektronik/nonelektronik. 

(4) PengelolaanterpaduUsahaMikrodilaksanakansec

araterintegrasi,sistematis,akuntabel,danberkela

njutan. 

Pasal 68 

 
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, 

pendampingan,dan fasilitasi untuk implementasi 

pengelolaan terpadu UsahaMikro. 

Pasal 69 

 

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi: 

a. pendirian/legalisasi berupa: 

 

1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha 

Mikro dalam system Perizinan Berusaha 

terintegrasi secara elektronik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 



 

 
 

2. fasilitasi standar disasi dan sertifikasi dalam 

rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah 

mendapatkan nomor induk berusaha; dan 

3. fasilitasikepemilikanhakkekayaanintelektualdala

mnegeridanuntukekspor. 

b. Pembiayaan berupa: 

 

1. Meningkatkan akses pembiayaan bagi UsahaMikro; 

2. memberikanimbaljasapenjaminandansubsidibunga; 

3. penjaminankreditmodalkerja; 

4. penyaluran dana bergulir; 

5. bantuan permodalan;dan 

6. bentuk pembiayaan lain. 

 

c. Penyediaan bahan baku berupa: 

 

1. membuka akses penyediaan bahan baku

dan/ataubahanpenolong;dan 

2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau 

bahan penolong. 

d. prosesproduksi berupa: 

 

1. saranadan prasarana: 

 

a. penyediaan lahan dan bangunan

untuk dimanfaatkan sebagailokasi proses 

produksi; 

b. mesin dan peralatan produksi;dan/atau 

c. sarana pendukung lain 

 

2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia: 

 

a. pendidikan; 

b. pelatihan; 

c. magang;dan 

d. pendampingan. 

 

3. Fasilitasi standar disasi dan sertifikasi produk 

untuk ekspor mealui pelatihan dan 

pendampingan berkelanjutan berdasarkan 

klaster; 



 

 
 

4. Fasilitasi desain produk dan 

kemasan,pengembangan pencitraan produk, 

serta desain dan konten toko online;dan 

5. pembinaandalamprosesfabrikasiprodukUsahaMikro. 

 

e. Kurasi berupa: 

 

1. melakukan penilaian produk unggulan 

daerah yangmemilikipotensipasar;dan 

2. melakukanseleksidanpenilaianterhadapUsahaMi

kro;dan 

f. pemasaran produk Usaha Mikro  melalui

perdaganganelektronik/non-elektronikberupa: 

1. penyediaantempatpromosidanpengembanganUsa

haMikro; 

2. fasilitasipamerandalamnegeridanluarnegeri; 

3. pengembangan kapasitas logistik; 

4. literasidigitaldannondigital;dan 

5. pengernbangan aggregator bisnis online

untukmembantupemasarandanpenjualansecara

online. 

Pasal 70 

 

PenentuanlokasipengelolaanterpaduUsahaMikromemp

erhatikanpalingsedikit: 

a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan 

baku,ketersediaantenagakerja,aksesdistribusi,akse

spembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa 

dan 

salingmelengkapi,dandampakekonomimasyarakat; 

b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas 

unggulan danpotensipasar; 

c. strategi penentuan lokasi berdasarkan 

ketersediaan 

lahan,infrastruktur,lingkunganmasyarakat,aksesdi

stribusi,rencanatataruangwilayah;dan/atau 

d. lokasi kawasan industry terpadu,dank awasan 

terpadu lain. 



 

 
 

Pasal 71 

 

(1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro disusun dalam 

rencana aksi daerah pengelolaan terpadu Usaha 

Mikro. 

(2) Dalam menyusun rencana aksi daerah pengelolaan 

terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana aksi 

nasional. 

(3) Rencana aksi didaerah merupakan bagian integral 

dari rencana pembangunan jangka menengah 

daerah. 

Pasal 72 

 

Dinas mengoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan pengelolaan terpadu Usaha  Mikro. 

Pasal 73 

 

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara 

aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, 

pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha 

Mikro dalam penataanklasterditingkatDaerah. 

Pasal 74 

 

Koordinasi dan pengendalian pengelolaan terpadu 

Usaha Mikro dalam penataan klaster dilakukan 

ditingkat Daerah. 

Pasa l75 

 

(1) Dalam melakukan koordinasi dan pengendalian 

Dinas melakukan: 

a. pertukarandatadaninformasiperencanaandanpel

aksanaanprogramkabupaten;dan 

b. konsultasiantarinstansipemerintahdengandunia

usahadanmasyarakat. 

(2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan 

umum dan program/kegiatan, pelaksanaan 

program/kegiatan,pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam 

penataanklaster menjadi masukan untuk 

pelaksanaan program di Daerah. 



 

 
 

Pasal 76 

 

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro 

bersum berdari: 

a. Anggaran Pendapatandan Belanja Negara; 

b. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah;dan/atau 

c. sumberlainyangsahsesuaidenganketentuanperatur

anperundang-undangan. 

Paragraf 4 

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  

Pasal 77 

(1) Dinas sesuai dengan kewenangannya 

mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak 

kekayaan intelektual dengan melakukan: 

a. konsultasi,pendampinganpendaftaran,danpenca

tatankekayaanintelektual; 

b. literasi,edukasi,dansosialisasikekayaanintelek

tual;dan 

c. advokasipenyelesaiansengketakekayaaanintelektual. 

 

(2) Keringanan biaya pendaftaran kepemilikan hak 

kekayaanintelektual sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) 

termasukpendaftaranhakkekayaanintelektualinter

nasional. 

(3) Dinas sesuai dengan kewenangannya 

mendampingi 

UsahaMikro,untukmemperolehsertifikathakkekaya

anintelektualdenganmelakukan: 

a. konsultasidanpendampinganpendaftarankekaya

anintelektuat dalam negeri dan hak kekayaan 

intelektualinternasional; 

b. literasidansosialisasikekayaanintelektual;dan 

 

c. advokasipenyelesaiansengketakekayaaanintelektual. 

 

Paragraf 5  

Jaminan Kredit Program 

Pasal 78 

 

(1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan 

kredit program. 



 

 
 

(2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada 
ayat 

(1) Dapat berupa: 

 

a. Surat perintah kerja; 

b. faktur; 

c. suratpemesanan (purcttaseordefl; 

d. hakkekayaan intelektual; 

e. aniak piutang; 

f. keping/kode batang (chip/barcode) bukti atas 

kepemilikan benda bergerak;dan/atau 

g. kontrak perjanjian kerja. 

 

Paragraf 6 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 Pasal 79 

(1) perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa 

UsahaMikrosertaKoperasidarihasilproduksidalamn

egeridalampengadaanbarang/jasaPemerintahDaera

h. 

(2) perangkatdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

wajibmengaloksikanpalingsedikit40%(empatpuluhp

ersen)darinilaianggaranbelanjabarang/jasaPemerin

tahDaerah. 

(3) Pemberianpengalokasiansebagaimanadimaksudpa

daayat(2)dilakukandenganpengadaanbarang/jasap

emerintahsesuaidenganketentuanperaturanperund

ang-

undanganmengenaipengadaanbarang/jasapemerin

tah. 

Pasal 80 

 

(1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintahuntukUsahaMikrosertaKoperasidengan

nilaipaguanggaran/kontrakkurangdariRp50.000.0

00,00(limapuluhjutarupiah)dibayarlangsung. 

(2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah untuk Usaha Mikro serta Koperasi 

dengan nilai paguanggaran/kontrakantara 

Rp50.000.000,00(lima puluh juta 

rupiah)sampaidenganRp200.000.000,00(duaratus 



 

 
 

juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 

50% (limapuluhpersen). 

(3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah untuk Usaha Mikro,serta Koperasi 

dengan nilai paguanggaran/kontrak antara nilai 

lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) sampai dengan nilai 

Rp2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta 

rupiah)diberikan uang muka paling sedikit30% 

(tiga puluh persen). 

Pasal 81 

 

(1) Bupatiwajibmelakukanpengawasanpengalokasiand

anpelaksanaanpengadaanbarang/jasauntukUsaha

Mikro,sertaKoperasimelaluiaparatpengawasaninter

nalPemerintahDaerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputikegiatan: 

a. audit; 

b. reviu; 

c. pemantauan; 

d. evaluasi;dan/atau 

e. penyelenggaraan  mekanisme pengaduan 

(whistleblowingsystem) 

(3) Penyelenggaraanmekanismepengaduan(whistleblo

wingsystem)sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hur

ufedapatmenggunakanpenyelenggaraanmekanisme

pengaduan(whistleblowingsystem)yangsudahberjal

an. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dari tahap: 

a. perencanaan; 

b. penganggaran; 

c. persiapan; 

d. pemilihan penyedia; 

e. pelaksanaan kontrak;dan 

f. serahterima pekerjaan dan pelaporan. 



 

 
 

(5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha 

Mikro, serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa 

meliputi: 

a. pemenuhankewajibanpengalokasiansebesar40%(

empatpuluhpersen)untukprodukbarangdanjasa

UsahaMikro,danKoperasi;dan 

b. realisasiatasbelanjaprodukbarangdanjasaUsaha

Mikro,danKoperasi. 

(6) Hasilpengawasandigunakanuntukpengendalianpel

aksanaanpengadaanbarang/jasa. 

Pasal 82 

 

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat 

puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro, 

serta Koperasi yang dilakukan perangkat daerah 

dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. 

Paragraf 7 

 

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi 

Laporan Keuangan 

Pasal 83 

 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan 

pendampingan pemanfaataan sistem aplikasi 

pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro. 

(2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan 

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedomanpadastandar akuntansi yang berlaku 

bagi Usaha Mikro. 

(3) Standarakuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) mempertimbangkan kesederhanaan dan 

kemudahan bagi Usaha Mikro. 

(4) Fasilitasi penyediaan system aplikasi 

pembukuan/pencatatankeuangansederhanabagiUs

ahaMikrotidakdipungut biaya. 

(5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas 

pelatihandanpendampinganpembukuan/pencatata

nkeuanganbagiUsahaMikrodapatbekerjasamadeng

anperguruantinggidanasosiasi. 



 

 
 

Paragraf 8 

Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro 

Pasal 84 

 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bidang usaha 

untuk Usaha Mikro serta bidang usaha untuk 

usaha besardengan syarat harus bekerjasam 

melalui kemitraan dengan Usaha Mikro. 

(2) Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-

undangandi bidang penanaman modal. 

 
 

Paragraf 9  

Pemeliharaan Terminal 

Pasal 85 

 

(1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas 

penunjang pada terminal harus bekerjasama 

dengan Usaha Mikro. 

(2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. rutin; 

b. memfungsikankembali; 

c. penggantian;dan/atau 

d. bersifatmelengkapi. 

 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dibidang transportasi. 

Bagian Keempat 

Pengembangan Usaha 

Pasal 86 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan 

Usaha Mikro. 

(2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana 

dimaksud padaayat(1)dilakukanmelalui: 



 

 
 

a. Pendataan sertaidentifikasi potensi dan masalah 

yang dihadapi Usaha Mikro; 

b. penyusunanprogrampembinaandanpengemba

ngansesuaipotensidanmasalahyangdihadapi; 

c. pelaksanaanprogrampembinaandanpengembang

an;dan 

d. pemantauan danpengendalianpelaksanaan program 

 

(3) PengembanganUsahaMikrosebagaimanadimaksud

padaayat(1)dilaksanakanmelaluipendekatan: 

a. Koperasi; 

b. sentra; 

c. klaster;dan 

d. kelompok 

 

Pasal 87 

 

(1) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan 

berdasarkan intensitas dan jangka waktu. 

(2) lntensitas dan jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha 

Mikro. 

(3) Dinas membuat klasifikasi dan tingkat 

perkembangan Usaha Mikro, sebagaimana 

dimaksud pada aya (2). 

(4) klasifikasidantingkatperkembanganUsahaMikro,se

bagaimanadimaksudpadaayat(3)palingsedikit: 

a. kriteriaklasifikasiberdasarkanmasalahdan/atau

potensi; 

b. penentuan klasifikasi; 

c. pendekatan pengembangan; 

d. bentukfasilitasi; dan 

e. jangka waktu fasilitasi. 



 

 
 

Bagian Kelima 

 

Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan 

danPemberdayaan Usaha Mikro 

Paragraf 1 

Lingkup Koordinasi 

Pasal 88 

 

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha 

Mikro,meliputi penyusunan dan pengintegrasian, 

pelaksanaan, sertapemantauandanevaluasiterhadap: 

a. peraturan perundang-undangan dan

kebijakanpenumbuhaniklimdanpengembanganusah

ayangditetapkanolehpemerintahDaerah;dan 

b. program penumbuhan iklim dan pengembangan 

usaha diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia 

usaha,dan masyarakat. 

Paragraf 2 

Koordinasi dan Pengendalian 

 

Pasal 89 

(1) Dalam mengoordinasikan dan mengendalikan 

kemudahan,pelindungan,dan pemberdayaan 

Usaha Mikro,Dinas melakukan: 

a. pertukarandatadaninformasiperencanaandanpel

aksanaanprogram;dan 

b. konsultasiantarPemerintahDaerahdengandunia

usahadanmasyarakat 

(2) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan 

umum dan program/kegiatan, pelaksanaan 

program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi 

kemudahan,pelindungan,danpemberdayaanUsaha

Mikro,menjadi masukan untuk pelaksanaan 

program. 

 

Pasal 90 

Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 



 

 
 

Paragraf 3 

Upah pada Usaha Mikro 

 

Pasal 91 

Ketentuan upah minimum kabupaten dikecualikan 

bagi Usaha Mikro. 

BAB IV 

KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 

Insentif Kemitraan 

Pasal 92 

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan 

kemudahan berusah adalah 

mrangkakemitraanusaha Menengah dan usaha 

besar dengan Koperasi,dan Usaha Mikro. 

(2) Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberika

nkepadaUsahaMikro,berupa: 

a. penguranganataukeringananpajakdaerah; 

b. penguranganataukeringananretribusidaerah; 

c. pemberianbantuanmodalkepadaUsahaMikro,,

dan/atauKoperasi; 

d. bantuan untuk riset dan pengembangan 

untuk UsahaMikro,dan/atauKoperasi; 

e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, 

dan/atauKoperasi;dan/atau 

f. subsidi bungapinjamanpadakredit program 

 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha 

besar,berupa: 

a. penguranganataukeringananpajakdaerah;dan/atau 

b. penguranganataukeringananretribusidaerah. 

(4) InsentifkepadaUsahaMenengahdanusahabesarseba

gaimanadimaksudpadaayat(3)diberikandengankete

ntuan: 

a. melakukaninovasidanpengembanganprodukbero

rientasiekspor; 

b. menyeraptenagakerjalokal; 

c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah 

lingkungan; 



 

 
 

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

bagi Usaha; 

e. melakukanpendampinganbagiUsahaMikro;dan 

f. melibatkanUsahaMikrodalamperluasanaksespasar. 

(5) Kemudahanberusahadalamrangkakemitraansebag

aimanadimaksudpadaayat(1)berupa: 

a. pendanaansecaracepat,tepat,murah,dantidakdis

kriminatif; 

b. pengadaansaranaprasarana,produksidanpengola

han,bahanbaku,bahanpenolong,dankemasan; 

c. perizinandankeringanantarifsaranadanprasarana; 

d. fasilitasidalammemenuhipersyaratanuntukmem

perolehpembiayaan;dan/atau 

e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan 

kegiatanusaha,ataupengadaanbarangdanjasaun

tukpemerintah. 

 

 

Pasal 93 

 

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kemitraan. 

(2) Hasilpengawasandanevaluasikemitraansebagaiman

adimaksudpadaayat(1)digunakanpalingsedikituntu

k: 

a. kerjasamadalamperencanaanprogramkemitraan;

dan/atau 

b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaankemitraan. 

 

 

Bagian Kedua 

Pola Kemitraan 

Paragraf 1 Umum 

Pasal 94 

(1) Kemitraanantara Usaha Mikro,dan Koperasi 

dengan Usaha Menengah dan usaha besardilaksan 

akan dengan 



 

 
 

Memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjun 

getika bisnis yang sehat. 

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi prinsip saling: 

a. memerlukan; 

b. mempercayai; 

c. memperkuat, dan 

d. menguntungkan. 

 

(3) Dalammelaksanakankemitraan,parapihakmempun

yaikedudukanhukumyangsetaradanberlakuhukum

Indonesia. 

(4) KemitraanantaraUsahaMikro,danKoperasidenganU

sahaMenengahdanusahabesardilaksanakandengan

disertaibantuandanpenguatanolehusahabesar. 

Pasal 95 

  

(1) Kemitraanmencakupprosesalihketerampilanbidang

produksidanpengolahan,pemasaran,permodalan,su

mber daya manusia, dan teknologisesuai dengan 

polakemitraan. 

(2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan melaiui pelatihan,peningkatan 

kemampuan,pemagangan,dan pendampingan 

kepada Usaha Mikro. 

 
   Paragraf 2  

Pola Kemitraan 

            Pasal 96 

 

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 

dilaksanakan melalui pola: 

a. inti-plasma; 

b. subkontrak; 

c. waralaba; 

d. perdagangan umum; 

e. distribusi dan keagenan; 

f. rantaipasok;dan 

g. bentuk kemitraan lain 



 

 
 

(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Huruf g,paling sedikit: 

 

a. bagihasil; 

b. kerjasama operasional; 

c. usaha patungan(jointventure); dan 

d. penyumberluaran(outsourcing) 

 

(3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi 

oleh pendamping. 

(4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

oleh PemerintahDaerah. 

Pasal 97 

 

Dalam polak emitraaninti-plasma sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 6ayat (1 )huruf a: 

a. Usaha besar berkedudukan sebagai inti 

danUsahaMikroberkedudukansebagaiplasma;atau 

b. UsahaMenengahberkedudukansebagaiintidanUs

ahaMikroberkedudukansebagaiplasma. 

 

Pasal 98 

 

(1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana 

dimaksuddalamPasal96ayat(1)hurufb: 

a. usahabesarberkedudukansebagaikontraktordan

UsahaMikro,berkedudukansebagaisubkontrakto

r;atau 

b. UsahaMenengahberkedudukansebagaikontrakto

rdanUsahaMikroberkedudukansebagaisubkontr

aktor. 

(2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, 

usaha besar sebagai kontraktor memberikan 

dukungan: 

a. kemudahandalammengerjakansebagianproduksi

dan/ataukomponen; 

b. kemudahanmemperolehbahanbaku; 

c. peningkatanpengetahuanteknisproduksi; 

d. teknologi; 



 

 
 

e. pembiayaan;dan 

f. system pembayaran. 

 

Pasal 99 

 

(1) Dalam pola kemitraan warala base bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96ayat(1)huruf c: 

a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi 

WaralabadanUsahaMikroberkedudukansebagaip

enerimawaralaba;atau 

b. UsahaMenengahberkedudukansebagaipemberiw

aralabadanUsahaMikroberkedudukansebagaipe

nerimawaralaba. 

(2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan 

cara waralaba memberikan kesempatan dan 

mendahulukan Usaha Mikro,yang memiliki 

kapasitas dankelayakanusaha. 

(3) UsahaMikrodapatmelakukankemitraandenganpola

waralabasebagaipemberiwaralaba. 

(4) Ketentuanmengenaiwaralabadiatursesuaidenganke

tentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 100 

 

(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan 

umum,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 

ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk 

kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi 

usaha dari Usaha Mikro,oleh usaha besar 

yangdilakukansecaraterbuka. 

(2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk 

kerja sama kemitraan perdagangan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan tidakmerugikansalahsatupihak. 

Pasal 101 

  

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96 ayat(1) huruf e: 

a. Usaha besar memberikan hak khusus memasarkan 

barang dan jasa kepada Usaha Mikro;atau 



 

 
 

b. Usaha Menengah memberikan hak khusus 

memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro. 

Pasal 102 

 

(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) 

huruf;dapat dilakukan dalam saturangkaian 

kegiatan yang melibatkan UsahaMikro, dan usaha 

besar,paling sedikit: 

a. pengelolaan perpindahan produk yang 

dilakukan 

olehperusahaandenganpenyediabahanbaku; 

b. pendistribusian produk dari perusahaan 

kekonsumen;dan/atau 

c. pengelolaan ketersediaan bahan baku,pasokan 

bahan baku serta proses fabrikasi. 

(2) Dalam pola kemitraan rantai pasok 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1): 

a. Usaha besar berkedudukan sebagai penerima 

barang dan Usaha Mikro,berkedudukan sebagai 

penyedia barang;atau 

b. UsahaMenengahberkedudukansebagaipenerima

barangdanUsahaMikroberkedudukansebagaipen

yediabarang. 

(3) Pemenuhan kebutuhanbarang dan jasayang 

diperlukanoleh usaha besar atau Usaha Menengah 

dilakukan 

melaluipolakemitraanrantaipasokmengutamakanp

engadaanhasil produksi Usaha Mikro sepanjang 

memenuhi 

standarmutubarangdanjasayangdiperlukan. 

(4) Usaha Mikro yang berada disekitar wilayah 

ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung 

diKawasan Ekonomi Khusus. 

Pasal 103 

 

(1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a: 

a. Usaha Mikro,berkedudukan sebagai pelaksana 



 

 
 

yang menjalankan usaha yang dibiayai atau 

dimiliki oleh usaha besar; atau 



 

 
 

b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana 

yang menjalankan usaha yang dibiayai atau 

dimiliki oleh Usaha Menengah. 

(2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil 

memberikankontribusisesuaidengankemampuanda

nsumberdayayangdimilikisertadisepakatikeduabela

hpihakyangbermitra. 

(3) Besarnyapembagiankeuntunganyangditerimaatauk

erugianyangditanggungparapihakyangbermitraden

gan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian 

yangdisepakati. 

Pasal 104 

 

Pola kemitraan kerja sama operasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf 

b antara: 

a. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan 

usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 

pekerjaan selesai;atau 

b. Usaha Mikro dan usaha menengah menjalankan 

usaha yang sifatnya sementara sampai dengan 

pekerjaan selesai. 

Pasal 105 

 

(1) Dalam pola kemitraan usaha patungan 

(jointventure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

96 ayat (2) huruf c: 

a. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha 

dengan usaha besar asing;dan 

b. Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha 

dengan Usaha Menengah asing,dengan cara 

menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan 

mendirikan badan usaha baru berbentuk 

badanh ukum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama 

para pihak berbagi secara proporsional dalam 

pemilikan saham, keuntungan, risiko,dan 

manajemen perusahaan. 

Pasal 106 



 

 
 

 

(1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran 

(outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

96 ayat (2) huruf d: 



 

 
 

a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha 

besar untukmengerjakan pekerjaan atau bagian 

pekerjaandi luarpekerjaanutamausahabesar; 

b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha 

Menengahuntukmengerjakanpekerjaanataubagi

anpekerjaandiluarpekerjaanutamaUsahaMeneng

ah. 

(2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada 

bidangdan jenis usaha yang bukan merupakan 

pekerjaan pokokdan/ataubukankomponenpokok. 

(3) Dalampolakemitraanpenyumberluaran: 

 

a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik 

pekerjaandan Usaha Mikro berkedudukan 

sebagai penyedia dan pelaksana jasa 

pekerjaan;atau 

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai 

pemilikpekerjaandanUsahaMikroberkedudukans

ebagaipenyediadanpelaksanajasapekerjaan. 

(4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

PerjanjianKemitraan 

Pasal 107 

 

(1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh 

Usaha Mikrodituangkandalamperjanjiankemitraan. 

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia. 

(3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau 

badanhukumasing,perjanjiankemitraansebagaima

nadimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 

BahasaIndonesiadanbahasaasing. 

(4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2 )memuat paling sedikit: 

a. Identitas para pihak; 

b. kegiatan usaha; 

c. hak dan kewajiban para pihak; 



 

 
 

d. bentuk pengembangan; 

e. jangka waktu kemitraan; 

f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran;dan 

g. penyelesaian perselisihan. 

 
Bagian Keempat 

Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan  

Pasal 108 

(1) Pemerintah Daerah mengatur: 

a. Usaha besaruntuk membangun 

kemitraandenganUsahaMikro;atau 

b. Usaha Menengah untuk membangun

kemitraandenganUsahaMikro. 

(2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pemerintah 

Daerah: 

a. Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha 

Mikro yang siap bermitra; 

b. mengembangkanproyekpercontohankemitraan; 

 

c. memfasilitasidukungankebijakan;dan 

 

d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan 

dan program pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi,serta pengendalian umum terhadap 

pelaksanaan kemitraan. 

 

Bagian Kelima 

Pegawasan Kemitraan 

Pasal 109 

 

(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan 

pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 96 ayat(1)dan ayat(2)sesuai 

denganketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana  

dimaksud pada ayat(1),Komisi Pengawas Persaingan 

Usahaberkoordinasi dengan instansi terkait. 



 

 
 

BAB V 

 KEMUDAHAN DAN INSENTIF 

            Pasal 110 

(1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan 

administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan 

fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan dibidang 

perpajakan. 

(2) Usaha Mikro tertentu dapat diberiinsentif pajak 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dibidang pajak penghasilan. 

(3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat(2) diberikan berdasarkan basis data 

tunggal. 

(4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa 

pengurangan,keringanan,ataupembebasanpajakda

erahdan/atauretribusidaerahsesuaidenganketentu

anperaturanperundang-undangan. 

(5) Usaha Mikro diberikanin sentif sebagaimana 

dimaksud padaa yat(4)harus memenuhi kriteria: 

a. Barumulai berproduksi atau beroperasi; 

  

b. Peredaran usaha paling banyak 

Rp7.500.000.000,00(tujuh miliar lima ratus juta 

rupiah) pertahun; 

c. Melakukan usaha disektor pertanian, 

perkebunan,peternakan,industri,jasa,pengangk

utan/transportasi,hotelbintang1/hotelmelati/ho

stel/homestay/guesthouse,rumah kos,bumi 

perkemahan/penyediaan akomodasi jangka 

pendek lainnya, rumah makan/ kedai/ 

warung;dan/atau 

d. Mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah 

secara elektronik. 

(6) Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat(4)meliputi: 

 

a. pajakbumidanbangunansektorpedesaandanperk

otaan; 

b. beaperolehan hak atas tanah danb angunan;dan 

c. retribusi daerah. 



 

 
 

Pasal 111 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal 

kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi. 

(2) Pemerintah Daerah memberikan bantuanu ntuk 

risetdanpengembanganUsahaMikro,dan/atauKope

rasi. 

(3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas 

pelatihanvokasi Usaha Mikro,dan/atauKoperasi. 

Pasal 112 

 

Terhadap Usaha Mikro yang berorientasie 

kspor,dapatdiberikaninsentifkepabeanan,berupapemb

erianpembebasanataukeringananbea masuk sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 113 

 

(1) Terhadap Usaha Mikro diberikan kemudahan da 

npenyederhanaan proses impor bahan baku dan 

bahan penolong industri. 

(2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1)diberikan dalam hal 

bahanbakudari penolongindustri tidak dapat 

dipenuhi dalam negeri. 

(3) Selainkemudahandanpenyederhanaansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)UsahaMikrodapatdiberikanfas

ilitasiekspor. 

(4) Kemudahandanpenyederhanaanprosesimporbahan

bakudanbahanpenolongindustridanfasilitasiekspor

dilaksanakanberdasarkankewenangankementerian

/lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan 

ketentuanperaturanperundang-undangan. 

BAB VI 

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO 

Pasal 114 

 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan, pembiayaan 

yang murah,dan mudah bagi Usaha Mikro dalam 

bentuk subsidi,penjaminan dan pinjaman atau 

pembiayaan 



 

 
 

Lainnya yang bersum berdari Anggaran 

Pendapatandan Belanja Daerah. 

(2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian 

subsidi yang besarnya berdasarkan selisihantara 

bunga/marginpasar dengan tingkat bunga yang 

ditetapkan PemerintahP usat. 

(3) PinjamanatauPembiayaanyangmudahsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)diberikandalambentukpalings

edikit: 

a. Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan 

keringanan jaminan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal78; 

b. keringanan atau kemudahan penilaian 

kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, 

atau analisa digital; 

c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau 

pembiayaan,lebih rendah yang  besarannya 

disesuaikan dengankemampuan atau omzet; 

d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan 

diturunkan dan/atau keringanan denda;dan 

e. jangka waktu pengembalian lebih panjang 

disesuaikan dengan karakteristik usaha. 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau 

bantuan dalam bentuk paling sedikit: 

a. Modal bagi Usaha Mikro pemula (start-

up)dengan produk inovasi yang memiliki potensi 

pasar,nilai komersial       atau       berbasis       

teknologi, untuk pengembangan usaha 

dan/atau penyelenggaraan inkubasi; 

b. Modal kepada Koperasi dalam rangka 

mendukung program strategis;dan 

c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaand 

alambentuk penjaminan berupapembayaran 

imbal jasa penjaminan kepada lembaga 

penjamin untuk menjamin kan paling banyak 

80%(delapan puluh persen) atas pinjaman atau 

pembiayaan yang 

diberikanlembagakeuanganbankdanbukanbank. 



 

 
 

(5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan 

literasi keuangan dan memberikan pendampingan 

akses pembiayaan kepada UsahaMikro. 

Pasal 115 

 

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan 

kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan 

pembiayaan bagi Usaha Mikro dalambentukp 

injaman,penjaminan,hibah,dan/atau pembiayaan 

lainnya melalui kemitraan. 

Pasal 116 

 

Usaha besar menyediakan pembiayaand alamb entuk: 

 

a. Pinjaman dan pembiayaan yang mudah danmurah 

yangtidak memberatkan bagi kegiatan usaha 

yangdilakukan oleh Usah aMikro; 

b. pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang 

dimitrakan denganUsahaMikro;atau 

c. hibah bagi Usaha Mikro pemula dengan 

produkinovasi yang rnemiliki potensi pasar, nilai 

komersial, atau berbasis teknologi. 

Pasal 117 

 

Dalam rangka pembinaan Usaha Mikro di seluruh 

Perangkat Daerah yang membina Usaha 

Mikro,Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan 

anggaran paling sedikit 1 % (satu persen) dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

guna kepentingan peningkatan kapasitas Usaha 

Mikro. 

Pasal 118 

 
Pemerintah Desa dapat membiayai pemberdayaan 

Usaha Mikro yang ada didesa melalui APBDes untuk 

kegiatan pelatihan ketrampilan, pendampingan 
usaha,permodalan,pemasaran, perijinan dan kegiatan 

lain untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro yang 

ada di desa. 

BAB VII 

                                     PENYELENGGARAAN INKUBASI 

            Pasal 119 

 

(1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk: 



 

 
 

a. Menciptakan usaha baru; 
 

b. Menguatkan dan mengembangkan kualitas 

Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi 

dan berday asaing tinggi;dan 

c. Mengoptimalka npemanfaatan sumber daya 

manusia terdidik dalam menggerakkan 

perekonomian dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuandan teknologi. 

(2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah,lembaga pendidikan,badan 

hokum dan bukanb adan hukum,dan/atau 

masyarakat. 

(3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 

(4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) melakukan: 

a. pembinaan,pelatihan,daripendampingan kepada 

calon pelaku usaha;dan/atau 

b. pengembangan pelaku usaha pemula yang 

inovatif danproduktif. 

(5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi ,lembaga 

incubator  memberikan layanan dalama spek 

erupa: 

a. produksi; 

b. pemasaran; 

c. sumber daya manusia dan manajemen; 

d. pembiayaan;dan/atau 

e. teknologi dan desain. 

 

(6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan 

Inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain 

baik dari dalam negeridan/atau luar negeri. 

Pasal 120 

 

(1) Lembaga incubator sebagaimana.dimaksud dalam 

Pasal119ayat(3)menyelenggarakan kegiatan meliputi: 

a. praInkubasi; 

b. Inkubasi;dan 



 

 
 

c. Pasca Inkubasi. 

 

(2) Tahapan praInkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l)huruf a paling sedikit terdiri dari: 

 

a. Penawaran program Inkubasi; 

b. Seleksi pesert aInkubasi (tenant);dan 

c. Kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi(tenant). 
 

(3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)huruf b paling sedikit: 

a. Perumusan ideu saha; 

b. Pelatihan ide usaha peserta Inkubasi; 

c. Pemberianbimbingan dan konsultasi 

pengembangan usaha; 

d. pendampingan;dan 

e. pertemuan mitrausaha( businessmatching). 
 

(4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat 

(1)huruf c paling sedikit: 

 

a. Menyediakan jejaringa tarpe serta Inkubasi(tenant); 
 

b. Member peluang partisi pasi kepemilikan pada 

perusahaan peserta Inkubasi(tenant); 

c. Melakukan monitoring dan evaluas 

iperkembangan usaha peserta Inkubasi (tenant) 

paling singkat 2 (dua)tahun; 

d. Memberikan fasilitasi akses sumberpembiayaan;dan 

 

e. Mengarahkan para alumni incubator 

membentuk wadah yang legal dalam 

pengembangan usaha. 

Pasal 121 

 

(1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga 

inkubator. 

(2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan,badanusaha,dan/ataumasyarakat. 

(3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berbentuk badan hokum atau bukan 

badan hokum yang 



 

 
 

Terdaftar dalamsistem pendaftaran,informasi,dan 

evaluas iInkubasipada Kementerian. 

(4) Penyelenggaraan incubator sebagaimana dimaksud 

pada ayat(2)dan ayat(3)wajib berpedoman kepada 

norma, standar, prosedur,dan criteria tentang 

penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal1 22 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan 

Inkubasi secarater padudan berjenjang. 

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan 

pengembangan Inkubasi secara berjenjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib 

melakukan: 

a. Penerapan norma,standar,prosedur,dan criteria 

penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat sesuaidengan 

kewenangan dan wilayah; 

b. Pendataan dan pembinaan lembagainkubator 

sesuai kewenangan dan wilayah. 

c. pembentukandanpengembanganlembagainkubat

orpalingsedikit1(satu)lembagainkubatorolehPeme

rintahDaerah. 

d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon 

wirausahadan/atau wirausaha pemula 

diwilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) 

peserta Inkubasi  (tenant) dalam1(satu) tahun 

untuk Pemerintah Daerah;dan 

e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah 

kepada Menteri paling sedikit1(salu) kali 

dalam1(satu)tahun. 

(3) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

sesuaikewenangandan wilayah. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat 

melaksanakan.pengembangan Inkubasi, Pemerintah 

Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan 

pengembangan Inkubasi didaerah yang 

bersangkutan. 



 

 
 

 

Pasal 123 

 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi 

kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha 

pemula peserta Inkubasi melalui penanggungan 

biaya Inkubasi paling lama 12(dua belas)bulan. 

(2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1)diberikan kepada peserta Inkubasi 

dengankriteria: 

a. Berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan; 

b. Berorientasi ekspor;atau 

c. Inovatif berbasisindustri kreatif. 

 

 

Pasal 124 

 

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

pengembangan Inkubasi dilakukan secara periodik 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu)tahun atau 

sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. 

(2) Lembaga incubator yang melakukan pelanggaran 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 121 

ayat(4)dapat dikenakan sanksi administrative 

berupa: 

a. Peringatan lisan; 

b. Peringatan tertulis;dan/atau 

c. Penghapusantanda daftar dalam system 

pendaftaran,informasi,dan evaluas iInkubasi. 

(3) Tatacara danprosedur pemberian sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 125 

 

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan 

pengembangan inkubator berupa pinjaman atau 

hibah yangbersum berdari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 



 

 
 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. Program tanggungjawab social dan lingkungan 

badan usaha milik negara; 

d. Dana tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan; 



 

 
 

Diundangkandi Brebes pada 
tanggal27Des emb er2021  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BREBES 

 
Ttd 

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T 
PembinaUtamaMadyaNIP.     

196509031989031010 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
BREBES TAHUN 2021 NOMOR 10 

e. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar 

negeri;dan/atau 

f. sumberlain yang sah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII  

LEMBAGA USAHA MIKRO 

Pasal 126 

 

(1) Usaha Mikro secara bersama-sama mendirikan 

satu organisasi sebagai wadah untuk 

memperjuangkan kepentingan dan bertindak 

sebagaipem bawa aspirasi UsahaMikrodalambentuk 

Lembaga usaha mikro Center. 

(2) Susunan keanggotaan Lembaga usaha mikro Cente 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1),disahkanoleh 

Pemerintah Daerah. 

(3) Tugas, kewenangan dan tata kerja Lembaga usaha 

mikro Center diaturlebihlanjut dalam Peraturan 

Bupati. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal127 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Brebes. 

Ditetapkandi Brebes 

 

Pada tanggal 27 desember 2021 

BUPAT IBREBES, 

             

IDZA PRIYANTI 

 



 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI 

JAWA TENGAH: (10-374/2021) 



 

 
 

PENJELASAN

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 
 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEMUDAHAN,PELINDUNGAN,DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN 

USAHA MIKRO 

I. UMUM 

 

Koperasi,dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar 

kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja 

dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat,mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan 

stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi,dan Usaha 

Mikro dalam perekonomian nasional, harus memperoleh 

keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan 

kemudahan,dukungan,pelindungan,dan pemberdayaan. 

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Hal lain yang 

mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas 

terkait Koperasi, dan Usaha Mikro antara lain bahwa pengaturan 

yang berkaitan dengan kemudahan,pelindungan, dan 

pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro yang tersebar diberbagai  

peraturan  perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi 

kebutuhan hokum untuk percepatan cipta kerja dan belum 

terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan. 

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai: 

 

a. kemudahan,pelindungan,dan pemberdayaan Koperasi; 
 

b. kemudahan,pelindungan,dan pemberdayaan Usaha Mikro; 

 

c. penyelenggaraan Inkubasi;dan 

 

d. Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan

pemberdayaan Koperasi,dan Usaha Mikro. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal2 

Cukup Jelas 



 

 
 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup Jelas  

Ayat (2) 

Yangd imaksud dengan"Koperasi sekunder"meliputi 

semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi Primerdan/atauKoperasiSekunder 

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, 

Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis 

maupun berbagai jenis atau tingkatan. 

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi sekunder dalam 

, berbagai tingkatan,seperti yang selama ini dikenal 

sebagai Pusat,Gabungan,dan Induk,maka jumlah 

tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh 

Koperasi yang bersangkutan". 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat 

yang akan membentuk Koperasi antara lain dilakukan untuk 

menumbuhkan kaderisasi Koperasi dan mendorong kelompok 

masyarakatuntuk berkoperasi. 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal8 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat(5) 

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara 

daringdan/atau luring dilakukan Kementerian dan/atau 

Dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan 

Koperasi. 



 

 
 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Koperasi aktif adalah koperasi yang telah melaksanakan 

Rapat Anggota Tahunan tepat waktu selambat-lambatnya 

3 tiga bulan setelah tutup buku dan berhak mendapatkan 

sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). 

Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak 

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan tidak berhak 

untuk mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi 

(NIK). 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat(3) 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal11 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal15 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 

Ayat 4 

Yang dimaksud dengan"bidang usaha inti" adalah 

bidangusaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi 

serba usaha diantara bidang lainnya. 

Ayat 5 

Cukup Jelas 



 

 
 

Ayat 6 

CukupJ elas 

Pasal 16 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 

Ayat4 

Transaksi bisnis kepada masyarakat bukan anggota 

Koperasi dan transaks ipelayanan kepada anggota 

Koperasi disusun menjadi laporan keuangani ntegrasi 

Koperasi. 

Ayat 5 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal18 

Ayat1 

Cukup Jelas 

Ayat2 

Cukup Jelas 

Aya t3 

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi unit 

pengumpul zakat dari Badan Amil Zakat Nasion alatau 

bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional,serta 

menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf 

Indonesia/kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang agama. 

Pasal 19 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Baitul maal dalam mengelola zakat menjadi Unit 

Pengumpul Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau 

bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional,serta  

menjadi Nazhir yang terdaftar pada Badan Wakaf 

Indonesia/kementerianyangmenyelenggarakanurusan 

pemerintahan di bidang agama. 



 

 
 

Ayat 4 

Kegiatan usaha secara elektronik antara lainpenggunaan 

transaksi elektronik dalam kegiatan usaha. 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

Pasal24 

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana,wabah, atau 

kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Huruf a Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan 

ulang kredit. 

Huruf b 

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan 

dalam bentuk hibah sarana produksi 

Huruf c 

Bantuan modal antara lain berupa bantua nmodal yang 

disalurkan dalam bentuk hibah,pinjaman,atau 

pembiayaan 

Huruf d 

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas 

kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang dipasar 

rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, 

bencana alam, atau konfliksosial, untuk memperoleh 

toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan 

yang terjangkau 

Pasal 25 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 



 

 
 

Ayat 4 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak 

lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai 

pelaku usaha atau usaha pendukung diKawasan 

Ekonomi Khusus. 

Huruf d 

Cukup Jelas 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Ayat 5 

Cukup Jelas 

Ayat 6 

Cukup Jelas 
Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 

Pasal 28 

Cukup Jelas 
Pasal29 

Ayat (1) 

Pembinaan Koperasi disektor kelautan dan perikanan 

dilakukan oleh kementerian,kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

kelautan dan perikanan, Dinas, dan dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang kelautan dan perikanan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup Jelas 

Pasal 31 

Ayat 1 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan"korporasi petani model 

Koperasi"adalah kelembagaan ekonomi petani yang 

dikelola secara 



 

 
 

profesional,dengan skala usaha ekonomi yang 

berbasis industry alisasi pertanian melalui Koperasi 

primer dan/atau Koperasi sekunder antara lain 

dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, 

perbaikan laporan keuangan,dan peningkatan 

kepercayaan public kepada surat utang Koperasi 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 

Ayat 4 

Cukup Jelas 

Ayat 5 

Cukup Jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Pasal 34 

Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan 

dilakukan oleh Kementerian,kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan, Dinas, dan Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang 

kelautan dan perikanan 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan"dewan Koperasi Indonesia”yang 

selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari 

Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat 

SOKRI,yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh 

Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama,yang 

diselenggarakan di Tasikmalaya. 

Ayat(2) 

Cukup Jelas 

Ayat(3) 

Cukup Jelas 

Ayat(4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 



 

 
 

Pasal35 

Ayat1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman 

untuk menjalankan kegiatan usaha 

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau 

pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari: 

a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak

berbadanhukum;dan 

b. perorangan. 

 

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hokum 

maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian 

atau pendaftaran melalui system administrasi badan 

hokum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidanghukumdanhakasasimanusia 

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau 

pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha 

terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah non 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang koordinas ipenanaman modal. 

Ayat3 

Cukup Jelas Ayat4 

Cukup Jelas 

Ayat5 

Cukup Jelas 

Ayat6 

Cukup Jelas 

Ayat7 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" 

antaralain peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan 



 

 
 

 

 

 

 

Pasal 377 

Perizinan Berusaha berbasis risiko dan 

peraturanperundang-undangan dibidang kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh Usaha Mikro. 

Ayat 1 

Yangdimaksud dengan"lembaga yang mengelola perizinan 

berusaha terintegras isecara elektronik”adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman 

modal 

Ayat 2 
Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Cukup jelas 

Pasal 42 

Ayat1 

Cukup jelas 

Ayat 2 

Yang dimaksud dengan"standarnasional Indonesia dalam 

perizinan tunggal"adalah standar penerapan 

standarnasional indonesia sebagai persyaratan Perizinan 

Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-

undangan. 

Ayat3 

Cukup jelas 

Ayat4 
Cukupj elas 

Pasal 43 

Yang dimaksud dengan "nomor induk berusaha yang berlaku 

sebagailegalitas dalam melaksanakan kegiatan 

berusaha"adalah jaminan kepastian hokum bagi Usaha Mikro 

yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan 

keselamatan sertalingkungan dalam menjalankan kegiatan 

usaha. 

Pasal 44 

Cukup jelas 



 

 
 

Pasal45 

Yang dimaksud "pendaftaran" adalah pengajuan 

persyaratan administrative untuk perizinan tunggal dan 

perpanjangan sertifikat 

Pasal 46 

Cukup Jelas 

Pasal 47 

Ayat 1 

Usaha Mikro termasuk juga Koperasi dalam skala Usaha Mikro. 

Aya t2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 

Pasal 48 

Cukup Jelas 

Pasal 49 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat2 

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat 

menggunakan datalembaga pemberibantuan hokum 

yang terakreditasidi kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

hukum dan hakasas imanusia. 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup Jelas 

Ayat4 

Cukup Jelas 

Pasal 50 

Cukup Jelas 

Pasal 51 

Cukup Jelas 

Pasal 52 

Ayat1 



 

 
 

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, 

atau kondisilainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Huruf a 

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan 

penjadwalan ulang kredit. 

Huruf b 

Rekonstruksiusahaantaralainpemberianbantuandala

mbentukhibahsaranaproduksi. 

Huruf c 

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal 

disalurkan dalambentuk hibah atau pembiayaan 

Huruf d 

Bantuan bentuk lain antara lain pernberiah prioritas 

kepadaUsaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang 

di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa 

kebakaran, bencana alam,atau konfliksosial,untuk 

memperoleh toko,kios,los,dan/atau tenda dengan 

harga pemanfaatan yang terlangkau 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Pasal 53 

Cukup Jelas 

Pasal54 

Cukup Jelas 

Pasal 55 

Cukup Jelas 

Pasal 56 

Yang dimaksud dengan“system informasi data tunggal Usaha 
Mikro“berupa sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi utuk memfasilitasi penyelenggaraan 

data tunggal Usaha Mikro ditingkat kementerian / lembaga 

dan pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dan/atau 
system informasi yang terintegrasi. 

Pasal 57 

Ayat 1 

Yang dimaksud dengan "periodik" data antara lain 

konsisten dalam sintak atau bentuk,struktur ataukom 

posisi penyajian,dan semantik atau artikulasi 

keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang 

dapat dibaca system elektronik 

Ayat 2 

Cukup Jelas 



 

 
 

Pasal 58 

Ayat1 

Cukup Jelas 

Ayat 2 

Penyebarluasan data Usaha Mikro dilakukan dengan 

memanfaatkan system jaringan dan informasidan/atau 

medialainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Ayat3 

Cukup Jelas 

Pasal 59 

Cukup Jelas 

Pasal 60 

Ayat 1 

Yang dimaksud dengan"penyelenggara infrastruktur 

publik"adalah badan atau lembaga pemerintah yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur 

publik. 

Yang dimaksudd engan"pengelola infrastruktur 

publik"adalah badan usaha yang diberikan hak 

pengusahaan penyeleirggaraan dan pengelolaan 

infrastruktu rpublik 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Pasal 61 

Cukup jelas 

Pasal 62 

Cukup jelas 

Pasal 63 

Cukup Jelas 

Pasal 64 

Cukup Jelas 

Pasal 65 

Cukup Jelas 

Pasal 66 

Cukup Jelas 

Pasal 67 

Cukup Jelas 

Pasal 68 

Cukup Jelas 



 

 
 

Pasal 69 

Cukup Jelas 

Pasal 70 

Cukup Jelas 

Pasal 71 

Cukup jelas 

Pasal 72 

Cukup Jelas 

Pasal 73 

Cukup Jelas 

Pasal 74 

Cukup Jelas 

Pasal 75 

Cukup Jelas 

Pasal76 

Cukup Jelas 

Pasal78 

Cukup Jelas 

Pasal77 

Cukup jelas 

Pasal79 

CukupJelas 

Pasal80 

Cukup 

JelasPasal81 

Cukup Jelas 

Pasal82 

Cukup jelas 

Pasal83 

Cukup jelas 

Pasal84 

Cukup jelas 

Pasal85 

Cukup Jelas 

Pasal86 

Cukup jelas 

Pasal87 

Cukup 
Jelas 



 

 
 

Pasal 88 

Huruf a 

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha 

memberikan kepastian dan keadilan berusah adala 

maspekpendanaan,sarana dan prasarana,informasi 

usaha,kemitraan,perizinan usaha,kesempatan 

berusaha,promosi dagang,dan dukungan kelembagaan; 

Hurufb 

Cukup Jelas 

Pasal89 

Cukup Jelas 

Pasal90 

Cukup Jelas 

Pasal91 

Cukup Jelas 

Pasal92 

Cukup Jelas 

Pasal93 

Cukup Jelas 

Pasal94 

Cukup jelas 

Pasal95 

Cukup Jelas 

Pasal96 

Cukup Jelas 

Pasal97 

Cukup Jelas 

Pasal98 

Cukup Jelas 

Pasal99 

Cukup Jelas 

Pasal100 

Cukup jelas 

Pasal101 

Cukup Jelas 

Pasal102 

Cukup Jelas 

Pasal103 

Cukup Jelas 



 

 
 

Pasal 104 

Cukup Jelas 

Pasal105 

Cukup Jelas 

Pasal106 

Cukup Jelas 

Pasal107 

Cukup Jelas 

Pasal108 

Cukup Jelas 

Pasal109 

Cukup Jela 

Pasal110 

Cukup Jelas 

Pasal11 

Cukup Jelas 

Pasal112 

Cukup Jelas 

Pasal113 

Ayat1 

Cukup Jelas 

Ayat2 

Cukup Jelas 

Ayat3 

Cukup Jelas 

Ayat4 

Pemberian kemudahan, penyederhanaan impor, dan/atau 

fasilitasiekspor dapat berupa kuota jaminan,prosedur 

kepabeanan,asistensi,dan kemudahan sertafasilitasi lain 

sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga non 

kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal114 

Ayat 1 

Cukup Jelas 

Ayat2 

Cukup Jelas 

Ayat3 

Cukup Jelas 



 

 
 

Ayat4 

Cukup Jelas 

Ayat4 

Yang dimaksud dengan"hibah"adalah bantuan dalam 

bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak 

terus menerus. 

Ayat5 

Cukupjelas 

Pasal 115 
 

Pasal 116 

 

Cukup jelas 

Cukup 

jelas Pasal117 

Cukup 

Jelas Pasal118 

Cukup 

Jelas Pasal119 

Ayat1 

Huru fa 

Cukup 

Jelas Huruf b 

yang dimaksud dengan"menguatkan 'dan 

mengembangkan kualitas Usaha Mikro"adalah 

meningkatkan kapasitas daya saing. 

Huruf c 

Cukup Jelas 

Ayat2 

Cukup Jelas  

Ayat3 

Cukup Jelas  

Ayat4 

Cukup Jelas 

 Ayat5 

Cukup Jelas  

Ayat6 

Cukup Jelas 

Pasal 120 

Ayat (1) 

Cukup jelas 



 

 
 

Ayat(2) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan“peserta inkubasi(tenant) 

adalah pelaku usaha pemula 

Huruf c 

Cukup jelas 

Ayat(3) 

Cukup 

jelasA yat(4) 

Cukup jelas 

Pasal11 
 

Pasal12

2 
 

Pasal12

3 

 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal124 

Ayat1 

Pemantauan dan evaluasisewaktu-waktu dilakukan 

berdasarkan adanya temuan atau laporan dari 

masyarakat. 

Ayat 2 

Cukup Jelas 

Ayat 3 

Cukup jelas 

Pasal 125 

Cukup Jelas 

Pasal126 

Cukup Jelas 

Pasal127 

Cukup Jelas 
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